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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, 

Penulis akan menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penjelasan di bab-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut:  

1.  Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, merupakan hak jaminan 

yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan suatu utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditor tertentu dibandingkan kreditor-kreditor lainnya. Kreditor-

kreditor yang berkedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan 

tersebut memiliki kedudukan yang diutamakan. Hal tersebut 

merupakan hak preferen yang dimiliki oleh setiap pemegang Hak 

Tanggungan. Hak preferen tersebut memberikan hak bagi 

pemegang Hak Tanggungan untuk mendapatkan pembayaran 

terlebih dahulu dibandingkan kreditor-kreditor lainnya yang tidak 

memegang Hak Tanggungan,  terhadap piutang yang dimilikinya, 

apabila debitor cidera janji, dengan cara melakukan eksekusi 

terhadap obyek Hak Tanggungan, yaitu penjualan melalui lelang 

umum atau penjualan di bawah tangan. Hak preferen tersebut lahir 

sesuai dengan tanggal buku tanah Hak Tanggungan, yaitu 7 (tujuh) 

hari kerja, setelah diterimanya surat-surat yang berkaitan dengan 

pendaftaran Hak Tanggungan secara lengkap oleh Kantor 

Pertanahan. Sehingga, untuk mengurangi risiko, pemberian kredit 

yang dilakukan oleh pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor 

dilakukan setelah lahirnya hak preferen tersebut. Pembebanan pada 

hak atas tanah tersebut, dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, 



71 
 

yang kemudian memunculkan peringkat-peringkat dalam 

pemegang Hak Tanggungan, yaitu pemegang Hak Tanggungan 

peringkat pertama, pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua, 

dan seterusnya. Peringkat tersebut dipengaruhi oleh tanggal 

pendaftaran masing-masing Hak Tanggungan pada Kantor 

Pertanahan, di mana tanggal pendaftaran tersebut mempengaruhi 

kedudukan yang diutamakan yang dimiliki oleh masing-masing 

pemegang Hak Tanggungan. Maksudnya, pemegang Hak 

Tanggungan peringkat pertama memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pemegang Hak Tanggungan peringkat 

kedua dalam mendapatkan pembayaran terhadap piutang yang 

dimilikinya. Akibatnya, hak preferen yang dimiliki oleh pemegang 

Hak Tanggungan peringkat kedua baru muncul setelah hapusnya 

Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan 

pertama, di mana setelah hapusnya hak tersebut, pemegang Hak 

Tanggungan peringkat kedua diharuskan untuk mengajukan 

perubahan peringkat ke Kantor Pertanahan. Hal tersebut juga 

berlaku dalam keadaan di mana pemegang Hak Tanggungan 

peringkat kedua sebagai kreditor telah memberikan kredit yang 

disepakati dalam perjanjian kepada debitor. 

2. Hak preferen yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, memberikan hak untuk 

mengambil pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi dari 

obyek Hak Tanggungan, apabila debitor cedera janji. Eksekusi 

tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa eksekusi 

yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Tanggungan adalah 

penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum atau 

penjualan di bawah tangan. Pasal 20 ayat (1) huruf a dengan jelas 

mengatur bahwa hanya pemegang Hak Tanggungan peringkat 
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pertama yang memiliki hak untuk mengeksekusi obyek Hak 

Tanggungan dengan cara penjualan melalui pelelangan umum. 

Sedangkan bagi pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua, 

hanya berhak mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut, apabila pemegang Hak Tanggungan peringkat 

pertama telah mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu 

dari hasil penjualan melalui pelelangan umum. Selain itu, menurut 

Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, terutama dalam ayat 

(2), diatur bahwa atas kesepakatan para pihak yaitu pemberi dan 

pemegang Hak Tanggungan, eksekusi terhadap obyek Hak 

Tanggungan dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan,  

dengan syarat apabila harga yang dihasilkan dari penjualan tersebut 

merupakan harga tertinggi yang dapat menguntungkan semua 

pihak. Tetapi, pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua hanya 

dapat mendapatkan pelunasan terhadap piutangnya, apabila piutang 

yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan pertama telah 

dilunasi. Sehingga, pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua, 

menurut Undang-Undang Hak Tanggungan hanya memiliki hak 

untuk mendapatkan pembayaran terhadap piutangnya terlebih 

dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya, tetapi tidak memiliki hak 

untuk melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan, 

apabila debitor cidera janji, walaupun kredit yang telah disetujui 

dalam perjanjian antara kreditor dan debitor telah disalurkan. 

Pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua akan mendapatkan 

perlindungan hukum apabila Hak Tanggungan yang dimiliki oleh 

pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama telah hapus, dengan 

ketentuan bahwa pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua 

diharuskan untuk mengajukan perubahan peringkat kepada Kantor 

Pertanahan. 
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5.2.Saran 

Melihat masalah-masalah diatas yang begitu kompleks dan berdampak 

besar bagi pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, maka diperlukan 

beberapa pemecahan masalah tersebut. Disini Penulis memberikan 

beberapa saran, antara lain:  

1. Hak Tanggungan lahir dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 

setelah diterimanya seluruh warkat-warkat yang berhubungan 

dengan Hak Tanggungan, atau disebut juga tanggal buku tanah 

Hak Tanggungan. Dalam masa pendaftaran yaitu sebelum lahirnya 

Hak Tanggungan, pemegang Hak Tanggungan tidak memiliki hak 

terhadap pembayaran yang didahulukan terhadap piutangnya, 

dibandingkan kreditor-kreditor lainnya. Sehingga, apabila 

pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor akan memberikan 

kreditnya kepada debitor, dianjurkan untuk memberikan kredit 

tersebut setelah lahirnya Hak Tanggungan. Namun apabila kredit 

akan dilakukan sebelum tanggal buku tanah Hak Tanggungan, 

maka dianjurkan untuk memberikan sebagian dari total kredit atau 

memberikan kredit setelah memastikan kredibilitas debitor melalui 

BI Checking. 

2. Dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan diatur 

bahwa selain melakukan eksekusi dengan cara penjualan obyek 

Hak Tanggungan melalui pelelangan umum, pemegang Hak 

Tanggungan juga dapat melakukan penjualan di bawah tangan. 

Sehingga, disarankan untuk memperoleh harga tertinggi yang dapat 

menguntungkan bagi para pihak, dilaksanakan eksekusi melalui 

penjualan di bawah tangan.  

3. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan kasus bahwa pemegang 

Hak Tanggungan pertama telah dilunasi piutangnya, dan juga telah 

dilakukan roya terhadap Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

Tetapi, piutang terhadap pemegang Hak Tanggungan peringkat 

kedua belum dilunasi, dan terjadi keadaan debitor cidera janji. 
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Roya yang dilakukan terhadap Hak Tanggungan yang dimiliki oleh 

pemegang Hak Tanggungan pertama, tidak secara otomatis 

menghapus peringkat yang terdapat dalam buku tanah Hak 

Tanggungan. Hal tersebut mengakibatkan apabila pemegang Hak 

Tanggungan peringkat kedua mengajukan lelang kepada Kantor 

Pelelangan, maka pengajuan tersebut akan ditolak dan pemegang 

Hak Tanggungan peringkat kedua tidak dapat mendapatkan 

pelunasan terhadap piutangnya.. Sehingga, penulis menganjurkan 

kepada pemberi Hak Tanggungan untuk memberitahukan secara 

aktif mengenai status Hak Tanggungan yang dimiliki oleh masing-

masing peringkat kepada setiap pemegang Hak Tanggugnan. Serta 

terhadap kasus tersebut, pemegang Hak Tanggungan kedua 

dianjurkan untuk mengurus peringkat dalam buku tanah Hak 

Tanggungan kepada Kantor Pertanahan, dan mengganti peringkat 

di dalam buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

Sehingga, nantinya pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua 

akan mendapatkan kedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan 

pertama, dan dapat melakukan eksekusi terhadap obyek Hak 

Tanggungan. 
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